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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Peran polisi Resort Kota Yogyakarta dalam melakukan Pelaksanaan
Penertiban Pelacuran di Yogyakarta
Polisi Resort Kota Yogyakarta sudah melakukan penertiban
pelacuran di Yogyakarta, antara lain :

a. Polisi bekerja sama dengan Dinas Pemerintahan Kota Yogyakarta
dalam melakukan penertiban dengan cara mencari dan menemukan
lokasi di mana para PSK sering berkumpul.

b. Polisi melakukan penangkapan PSK guna dimintai keterangan dan di
proses secara hukum.

c. Polisi memberikan pendidikan, pelajaran, ataupun bekal pengalaman
kerja bagi PSK agar tidak melakukan tindakan pelacuran.

2. Kendala polisi resort kota Yogyakarta dalam penertiban pelacuran di kota

Yogyakarta.

Kendala-kendala yang dialami polisi resort kota Yogyakarta, antara
lain :

a. Polisi kurang sungguh-sungguh dalam melakukan penertiban
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b. PSK sudah mengetahui kalau akan adanya penertiban dan penjaringan
oleh pihak polisi karena adanya keterlibatan polisi di dalamnya.

c. Kurangnya informasi yang transparan atau keterbukaan dari
masyarakat setempat yang memfasilitasi tempat terjadinya kegiatan

pelacuran.

B. Saran
Kepada polisi resort kota Yogyakarta, lebih sungguh dalam melaksanakan
penertiban dan bisa membuat para PSK agar jera akan perbuatannya dan
dalam pelaksanaannya lebih berhati-hati lagi agar para PSK tidak mengetahui
bahwa akan diadakan penjaringan dan penertiban dan harus lebih efektif
dalam melakukan penertiban tempat-tempat dimana para PSK tersebut berada
atau berkumpul, serta dalam prakteknya agar cara penangkapan dan
penjaringan PSK tersebut lebih mudah dan dapat memperoleh hasil yang

maksimal.
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